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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah pelaku UMKM mengetahui dan memahami
tentang Green Finance, (2) mengedukasi pentingnya penerapan Green Finance, dan (3) menilai
efektivitas skema pembiayaan Green Finance pada UMKM sektor pengolahan makanan di Kelurahan
Cipamokolan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku
UMKM belum mengetahui istilah Green Finance, namun 60% di antaranya telah menerapkan
penghematan energi yang sejalan dengan prinsip green. Lembaga keuangan belum menerapkan skema
Green Finance, dan pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan formal karena syarat agunan dan
prosedur yang kompleks. Diperlukan sosialisasi dan dukungan terhadap UMKM terkait Green Finance
dan akses keuangan.
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PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan dan
perekonomian Indonesia, termasuk sektor usaha kecil. Seiring dengan menurunnya aktivitas
ekonomi global pada tahun 2020, pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah
untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan
kesejahteraan sosial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah peran
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Dinas KUKM dan Perindag
Kota Bandung tahun 2022, jumlah UMKM di Kota Bandung meningkat dari 387.815 pada
tahun 2018 menjadi 464.346 pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menunjukkan kontribusi besar
UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta dalam menyerap tenaga kerja.

Namun demikian, UMKM juga menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait
permodalan. Berdasarkan survei awal di Kelurahan Cipamokolan, sekitar 34% pelaku UMKM
mengaku mengalami kesulitan dalam akses modal usaha. Kendala lainnya mencakup
pemasaran, ketersediaan bahan baku, keterampilan tenaga kerja, dan akses energi. Menurut
Hera, Koordinator UMKM Cipamokolan, tantangan terbesar adalah permodalan yang belum
dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional akibat tuntutan agunan dan prosedur yang
kompleks.

Green Finance hadir sebagai alternatif pembiayaan yang mengintegrasikan pertimbangan
lingkungan dalam pemberian kredit. Green Finance tidak hanya bertujuan mendukung usaha
yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi terhadap
pelestarian lingkungan hidup (Hohne et al., 2012). Namun, berdasarkan laporan UNEP (2013),
kontribusi Green Finance di sektor perbankan Indonesia baru mencapai 1,27% dari total
pembiayaan, jauh lebih rendah dibanding negara maju.

Meskipun demikian, praktik ramah lingkungan sejatinya telah dijalankan oleh sebagian
UMKM, khususnya di sektor pengolahan makanan di Cipamokolan. Misalnya, penghematan
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energi dan pengelolaan limbah dilakukan untuk efisiensi biaya sekaligus menjaga lingkungan,
meskipun pelaku belum memahami istilah Green Finance itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
implementasi Green Finance dalam skema pembiayaan UMKM di sektor industri pengolahan
makanan di Kelurahan Cipamokolan, Kota Bandung. Harapannya, penelitian ini dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembiayaan berkelanjutan yang lebih
inklusif di tingkat lokal.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam struktur
ekonomi Indonesia, terutama saat krisis seperti pandemi COVID-19. Di Kota Bandung,
UMKM terus tumbuh dan memberikan kontribusi besar terhadap tenaga kerja dan PDRB.
Namun, kendala permodalan menjadi hambatan utama. Green Finance diperkenalkan sebagai
strategi keuangan yang mendukung keberlanjutan sekaligus mengatasi masalah permodalan.
Namun, adopsinya di kalangan UMKM, khususnya di Kelurahan Cipamokolan, masih rendah.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen, menurut Handoko (2018), adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks
UMKM, manajemen menjadi sangat penting untuk merancang strategi bertahan dan
berkembang, terutama mengingat keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi oleh pelaku
UMKM. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas
operasional dalam menjalankan usaha.

Manajemen keuangan juga memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup dan
perkembangan UMKM. Harjito dan Martono (2018) mengungkapkan bahwa manajemen
keuangan mencakup perolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana untuk mendukung usaha.
Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang mengandalkan pembiayaan pribadi dan
mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya finansial dari lembaga keuangan formal.
Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan
penggunaan dana dan meminimalkan risiko keuangan yang dapat mengancam kelangsungan
usaha.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan, konsep Green
Finance semakin relevan untuk diterapkan di sektor UMKM. Green Finance merujuk pada
pembiayaan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan (Volz et al., 2015).
Dalam penerapannya, Green Finance mendukung proyek yang berorientasi pada keberlanjutan
dan mendorong bisnis untuk mengadopsi prinsip-prinsip ramah lingkungan seperti Reduce,
Reuse, dan Recycle. Oleh karena itu, bagi UMKM, menerapkan prinsip Green Finance tidak
hanya dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka, tetapi juga membuka peluang akses ke
pembiayaan yang lebih luas, khususnya dari lembaga keuangan yang mendukung keberlanjutan
lingkungan.

UMKM, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, adalah
usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi
kriteria tertentu dalam hal aset dan omzet. UMKM berperan besar dalam perekonomian
Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Namun,
UMKM juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses
terhadap teknologi dan informasi, serta rendahnya pemahaman manajerial. Kendala-kendala ini
menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses pembiayaan, sehingga
penerapan Green Finance sebagai alternatif pembiayaan dapat menjadi solusi yang relevan
untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.
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METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus,
yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Green
Finance pada UMKM sektor industri pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan.
Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan
fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat, tanpa menggunakan data statistik
sebagai alat analisis utama (Sugiyono, 2019). Penelitian ini berfokus pada pemahaman
mengenai praktik Green Finance di lapangan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh
pelaku UMKM dalam mengimplementasikan konsep tersebut.

Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM di sektor industri pengolahan makanan di
Kelurahan Cipamokolan, Kota Bandung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada konsentrasi
UMKM yang cukup tinggi dan perkembangan usaha yang signifikan dari tahun ke tahun. Sektor
industri pengolahan makanan dipilih karena erat kaitannya dengan masalah lingkungan, seperti
pengelolaan limbah dan efisiensi energi, sehingga penerapan Green Finance dalam sektor ini
memiliki potensi besar. Kelurahan Cipamokolan dipilih sebagai tempat penelitian karena
adanya kegiatan UMKM yang dapat memberikan informasi yang relevan terkait penerapan
Green Finance dalam usaha mereka.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik. Wawancara mendalam dilakukan
dengan pelaku UMKM, pejabat kelurahan, serta pihak terkait lainnya seperti lembaga
pembiayaan dan dinas terkait. Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi
tentang praktik Green Finance yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta pandangan
pihak terkait terhadap penerapan skema ini di UMKM. Selain itu, observasi langsung dilakukan
terhadap kegiatan operasional UMKM di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata
mengenai implementasi Green Finance. Data sekunder juga dikumpulkan melalui studi
dokumentasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung untuk memberikan konteks lebih
dalam terkait kebijakan dan praktik pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2009), yang terdiri
dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data
bertujuan untuk menyaring informasi penting dari wawancara dan observasi yang relevan
dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi dalam
bentuk narasi deskriptif yang memberikan gambaran jelas tentang praktik Green Finance.
Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis,
berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, untuk memastikan keandalan dan validitas
data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek data
dari berbagai sumber dan metode yang berbeda. Dengan triangulasi, diharapkan hasil penelitian
dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Green Finance
di UMKM sektor industri pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku UMKM di
Kelurahan Cipamokolan belum memahami secara formal konsep Green Finance, praktik ramah
lingkungan seperti penghematan energi sudah mulai diterapkan di sektor ini. Sekitar 60%
pelaku UMKM telah menerapkan langkah-langkah penghematan energi, seperti pengurangan
penggunaan listrik, gas, dan air dalam operasional mereka. Hal ini menunjukkan adanya
kesadaran ekologis yang berkembang meskipun belum didukung dengan pemahaman yang
mendalam tentang Green Finance dalam arti formal. Praktik-praktik ini dapat dipandang
sebagai langkah awal menuju penerapan prinsip-prinsip Green Finance, yang bertujuan untuk
menciptakan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Volz et al. (2015) menjelaskan bahwa
Green Finance meliputi pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha yang berfokus pada

62

Kajian & Riset Manajemen Profesional



KarismaPro: Kajian & Riset Manajemen Profesional ISSN: 2086-5848
Vol.15 No. 02 Desember 2024 E-ISSN: 2775-0647

keberlanjutan lingkungan, yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku UMKM di
Cipamokolan meskipun tidak dilakukan dalam kerangka formal Green Finance.

Namun, meskipun sudah ada kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan,
tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya akses terhadap informasi yang
relevan dan kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam memenuhi syarat agunan
yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan formal dan prosedur administratif yang rumit. Hal ini
sejalan dengan temuan Harjito dan Martono (2018) yang menyatakan bahwa keterbatasan
sumber daya menjadi hambatan utama dalam pencapaian efisiensi keuangan pada UMKM.
Selain itu, UMKM seringkali tidak dapat mengakses pembiayaan yang berbasis pada Green
Finance karena lembaga keuangan belum menyediakan produk pembiayaan hijau yang sesuai
dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Di sisi lain, lembaga keuangan juga belum
sepenuhnya mendukung Green Finance sebagai bagian dari kebijakan mereka, padahal UNEP
(2013) menyatakan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan berbasis lingkungan.

Dari analisis SWOT yang dilakukan terhadap UMKM di Kelurahan Cipamokolan,
ditemukan bahwa kekuatan utama sektor UMKM terletak pada potensi lokal dan keterampilan
masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Hal ini sejalan dengan
pandangan Handoko (2018), yang menekankan bahwa manajemen yang efektif dapat menggali
potensi internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang ada. UMKM di
Cipamokolan memiliki potensi pasar yang besar, serta keberagaman produk lokal yang dapat
dipasarkan lebih luas. Namun, kekuatan ini harus didukung dengan pengelolaan yang lebih baik
dan lebih terstruktur. Kelemahan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah
keterbatasan modal dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan usaha yang baik. Faktor
ini sejalan dengan temuan Lestari (2020) yang mengidentifikasi keterbatasan modal dan
pengetahuan sebagai hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Adapun
peluang yang tersedia mencakup meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan
serta adanya berbagai program pemberdayaan UMKM dari pemerintah yang dapat
dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Meskipun demikian, ancaman yang dihadapi cukup
kompleks, terutama dengan persaingan usaha yang ketat, kenaikan harga bahan baku, serta
biaya operasional yang meningkat. Tanpa adanya strategi inovatif dan efisiensi dalam
operasional, UMKM dapat terhambat dalam perkembangan dan daya saingnya, sebagaimana
ditegaskan oleh Van Horne (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan likuiditas dan
profitabilitas adalah kunci untuk menghadapi tantangan tersebut.

Lebih lanjut, implementasi Green Finance dalam UMKM juga terkait erat dengan fungsi
pengawasan dan perencanaan strategis dalam manajemen. Handoko (2018) menyatakan bahwa
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan fungsi manajerial
yang harus diterapkan secara efektif untuk memastikan agar setiap aspek usaha bergerak ke
arah tujuan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, meskipun banyak UMKM di Cipamokolan
yang telah menerapkan prinsip hemat energi, hasil yang dicapai masih terbatas tanpa adanya
dukungan kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah atau insentif dari lembaga keuangan. PWC
(2013) menegaskan bahwa Green Finance dapat menjadi pendorong utama bagi sektor UMKM
dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh
karena itu, peran pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan
edukasi, pelatihan, serta pengembangan regulasi yang mendukung Green Finance sangatlah
penting. Tanpa kerangka kebijakan yang mendukung dan regulasi yang jelas, maka integrasi
prinsip keuangan berkelanjutan dalam skema pembiayaan UMKM akan berjalan lambat, dan
potensi pengembangan Green Finance di sektor UMKM akan sulit terwujud secara optimal.
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KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Green Finance di UMKM Kelurahan
Cipamokolan masih terbatas, meskipun pelaku UMKM telah menunjukkan kesadaran terhadap
pengelolaan lingkungan, seperti penghematan energi. Sekitar 60% pelaku UMKM sudah
menerapkan langkah-langkah penghematan energi, meskipun pemahaman tentang konsep
Green Finance secara formal masih kurang. Hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan
Green Finance adalah keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan, kesulitan dalam
memenuhi persyaratan administratif, dan sulitnya memenuhi syarat agunan untuk memperoleh
pembiayaan berbasis Green Finance. Selain itu, lembaga keuangan juga belum menyediakan
produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas UMKM.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun praktik ramah
lingkungan sudah ada di kalangan UMKM, untuk mengoptimalkan implementasi Green
Finance, diperlukan dukungan yang lebih nyata dari lembaga keuangan dan kebijakan
pemerintah. Pemerintah perlu memberikan regulasi yang mendukung Green Finance,
menyederhanakan prosedur pembiayaan, serta menawarkan insentif bagi UMKM yang
menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Edukasi dan pelatihan mengenai Green Finance
juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM. Lembaga keuangan
harus mulai mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM dan
prinsip keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya fokus pada sektor
industri pengolahan makanan di Kelurahan Cipamokolan, sehingga hasil yang diperoleh
mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk UMKM di daerah lain. Selain itu,
pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksploratif,
sehingga tidak mengukur dampak kuantitatif secara langsung terhadap kinerja keuangan atau
produktivitas UMKM yang menerapkan Green Finance.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian yang lebih luas
dengan melibatkan berbagai sektor UMKM di berbagai daerah untuk memperoleh gambaran
yang lebih komprehensif mengenai implementasi Green Finance. Penelitian kuantitatif yang
mengukur dampak implementasi Green Finance terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan
UMKM juga dapat menjadi fokus riset berikutnya. Selain itu, penelitian lanjutan dapat
mengkaji lebih dalam tentang pengembangan skema pembiayaan hijau yang sesuai dengan
karakteristik UMKM serta kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha tersebut.
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